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KEPUTUSAI{ I(TPALA DIIYAS PEITANAUAIT DIODAL DAIT

PEI.AYAITAI{ TERPADU SATU PII{TU
KOTA KOTA}IOBAGU

NOMOR: TAHTN2O2O

TENTANG

KEPALA DII|AS PEI{AITAUAI{ UODAL DAIT

PELIIYAITAIT TERPADU SATU PII|TU
KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan calon
investor perlu diatur tentang system prosedur pelayanan
pengaduan perizinan agar dapat kepuasan pelayanan
perizinan dapat be{aIan optimal dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kotamobagu tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pengaduan P erizrnan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang
Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 Tentang Pelayanan
public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor ll2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038); Y

STAITDAR OPERASIOI{AL PROSEDT'R PEI,AYAITAIT PEI{GADUAI{ PERIZII{A.IT
DAIT NON PERIZITAIT PADA

DII{AS PEUANAUAI| MODAL DAIT PEI"AYA.ITAIT TERPADU SATU PII{TU
XCTTA K(}TAIUOBAGU



Menetapkan:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahwn 2O06
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagr Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi birokrasi nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman
peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi
Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas
Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor l5 Tahun 2Ol4 tentang
pedoman standar pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Kineg'a Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Paraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Walikota Nomor 2l Tahun 2O2O tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan
pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN

Maksud dari keputusan ini adalah memberikan pedoman
serta acuan dalam pelayanan pengaduan perizinan, sehingga
seluruh proses dapat dilaksanakan melalui prosedur yang
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seluruh proses dapat dilaksanakan melalui prosedur yang
benar, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan demikian
dapat meningkatkan kuditas pelayanan;

Standar Pelayanan meliputi :

a. Delinisi Pengaduan
b. Penanganan dan Jenis Pengaduan

Tata cara atau mekanisme pengaduan ke dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu :

1. Pengaduan secara lisan :

a. melalui website dDmDts.kotamoba zukota.go.id/scp
b. melalui telephone dan Slprt Massage Seruroe (SMS)
b. datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai jam pelayanan
yaitu :

- senin s/d kamis Pukul 07.30 s/d l7.OO
- istirahat pukul 11.45 s/d 12.45
- khusus hari jumat pukul 07.30 s/d 11.00

2. Pengaduan secara tertulis :

a. Menyampaikan surat pengaduan (formulir terlampir)
yang di tujukan kepada pimpinan dalam hal ini kepada
Dinas PMPTSP kota kotamobagu dengan di antar
langsung.

b. Melalui kotak pengaduan / saran dengan mengisi
formulir pengaduan masyarakat yang tersedia di front
o{fice di kantor Dinas PMPTSP kota kotamobagu.

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan
pengaduan atau keluhan yang diterima oleh Front Ofice (FOl
untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani
pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindak
lanjuti sesuai dengan permasalahannya. Sedangkan
pengaduan yang disampaikan konsumen/pemohon melalui
SMS atau intenrct/ uebsite, pada prinsipnya hampir sama
hanya pengaduan akan masuk melalui SMS gatea uag dan
selanjutnya diproses dan ditangani oleh unit terkait untuk
selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah. dan semua
bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas
menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat
mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Alur penanganan pengaduan :

1. DPM-PTSP akan menerima setiap pengaduan yang
diajukan oleh masyarakat baik lisan, tertulis ataupun
secara online;
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2. DPM-PTSP akan memberikan penjelasan sesuai dengan
kebljakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada
pengguna layanan yang melakukan pengaduan;

3. DPM-PTSP akan memberikan tanda terima, jika pengaduan
di ajukan secara tertulis dan DPM-PTSP hanya akan
menindaklanjuti pengaduan yang yang mencantumkan
identitas pelapor / pengadu.

Masalah dinyatakan selesai, apabila pengadu menyatakan
demikian dengan mengacu pada panduan yang ada dengan
waktu standar pelayanan pengaduan adalah 2 hari kerja atau
paling lama 10 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam memberikan jawaban serta penyelesaiannya
kepada pengaduan masyarakat, secara tepat dan cepat.
dalam hal masalah dinyatakan selesai maka harus dilengkapi
dengan bulrti pendukung dan Berita Acara (BA) penyelesaian.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tansgal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan 5rslagaimana
mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

: kotamobagu
: , januari 2020

SE.ME
Pembina Tkt I

NIP: 19830819 2OO2l2 | OO3

SOP sebagaimana dimaksud pada diktum kedua (2), ketiga
(3), Keempat (4), Kelima (5) terlampir dalam lampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari SK ini.



l,ampiral :

Nomor
Tanggal

Keputusan Kepala Dinas Penalaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu
tentang :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Petrayalan
Pengaduan Perizinaa dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu
DPMPTS-KK /SOPy'-: rlU 2O2O

06 Januari 2020

STAIIDAR OPERASIOI{AL PROSEDITR (SOpl
PEI,AYAITAJT PEITGADUAIT PERIZITAIT DAI| I|OIT PERIZITAI{

DII{AS PEITAITA,UAIT UODAL DAII PEI"AYATAT TERPADU SATU PIITTT'
X( TA KOTAUOBAGU

A. DEFINISI PENGADUAN
Pemberitahuan yang dibuat secara [san atau tertulis disertai bulrti awal
terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan
perizinan atau penggunaan pncduk hukum izin.

b. PENANGANAN DAN JENIS PENGADUAN
1. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan yang

ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kotamobagu

2. Penanganan pengaduan oleh Dinas PMPTSP dilakukan oleh :

a. petugas pelayanan informasi dan pengaduan;
b. seksi pengaduan dan informasi layanan;
c. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
d. seksi perizinan dan non perizinan;
e. bidang perizinan dan non perizinan;
f. Kepala Dinas PMPTSP

3. Penanganan pengaduan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
a. pengaduan ringan :

l. pengaduan ringan adalah pengaduan masyarakat yang disebabkan
oleh ketidak jelasanan waktu dan biaya.

2. penyelesaian penanganan pengaduan cukup dilakukan oleh petugas
pelayanan informasi dan pengaduan, seksi pengaduan dan layanan
informasi, bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.

b. pengaduan sedang :

1. pengaduan sedang adalah pengaduan masyarakat terkait dampak
terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha

2. penyelesai penanga-nan pengaduan dilakukan oleh petugas pelayanan
informasi dan pengaduan, seksi pengaduan dan layanan informasi,

/Y



bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, seksi perizinan
dan non perizinan, bidang perizinan dan non perizinan, dan kepala
Dinas PMPTSP.

c. Penaaganan pengaduan berat :

1. Pengaduan berat adalah pengaduan masyarakat terkait dampak
terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha
dengan kadar yang lebih tinggi dari pengaduan sedang.

2. Penyelesaian tindakan penanganan tidak hanya dilakukan oleh
petugas pelayanan informasi dan pengaduan, seksi pengaduan dan
layanan informasi, bidang pengaduzrn kebijakan dan pelaporan
layanan, seksi perizinan dan non perizinan, bidang perizinan dan non
perizinan dan kepala dinas PMPTSP. tapi juga memerlukan
kewenangan kepala daerah, sekretaris daerah dengan keterlibatan
instansi/SKPD terkait yang dalam hal ini memiliki peran serta dalam
proses perizinan dan non perizinan.

/t'
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